
 

 
BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Mutiara Women And Children Crisis Center dalam menangani korban

kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah membantu semaksimal

mungkin mengatasi berbagai masalah yang dialami anak korban kekerasan dalam

rumah tangga melalui pelayanan terpadu meliputi penanganan secara psikologis,

medis, sosial dan ekonomi melalui mekanisme rujukan yang komprehensif dan

berkesinambungan dengan pembiayaan dibebankan kepada pemerintah. Peran

Mutiara Women And Children Crisis Center Kabupaten Klaten dalam menangani

korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sudah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga.

2. Kendala yang dihadapi lembaga swadaya masyarakat yang menangani  korban

kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga antara lain:

a. Dalam hal sarana dan prasarana, belum memiliki rumah perlindungan bagi

anak yang menjadi korban.

b. Korban belum berani melapor atas tindakan kekerasan yang terjadi.

c. Pelapor tidak menindaklanjuti laporannya tanpa adanya keterangan yang jelas.

 

 



 

 B. Saran

1. Pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta melibatkan seluruh

elemen masyarakat sehingga jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka

korban sudah mengerti penanganannya.

2. Lembaga swadaya masyarakat meningkatkan kerjasamanya dengan aparat

penegak hukum dalam mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan dalam

rumah tangga dan diharapkan para pihak yang terkait dalam memberikan

perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditentukan

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Diharapkan agar anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak

segan-segan untuk melaporkan kasus yang dialaminya agar cepat mendapatkan

jalan keluarnya atas masalah yang dialaminya.
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